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BUPATI KUTAI TIMUR

Yth : Kepala Perangkat Daerah, Camat,
Direktur RSUD Kudungga di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Kutai Timur, dan Seluruh Stakeholders

SURAT EDARAN
NOMOR: B ~ 000 -7-2'| /0003 / &Up
TENTANG

KALENDER, JADWAL DAN TAHAPAN KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2027 DAN PERUBAHAN
DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2026

Melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam rangka mewujudkan keseragaman tahapan kegiatan penyusunan
dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan Pemerintah Kabupaten Kutai
Timur agar dapat selesai tepat waktu, maka bersama ini disampaikan kepada seluruh
Kepala Dinas/ Badan, Camat, Direktur RSUD Kudungga di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Kutai Timur, dan seluruh stakeholders perihal sebagai berikut:

1. Perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan
pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan
pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha,

meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik, dan daya saing Daerah;



. Dokumen perencanaan yang dimaksud dalam Surat Edaran ini adalah
dokumen perencanaan tahunan yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah tahun 2027, dan
Perubahan RKPD dan Perubahan Renja Perangkat Daerah tahun 2026;

. Rencana pembangunan daerah tahun 2027 dan perubahan rencana
pembangunan daerah tahun 2026 disusun dalam bentuk program, kegiatan
dan sub kegiatan yang bermanfaat langsung bagi masyarakat, terintegrasi,
lintas sektor, menyelesaikan permasalahan dan isu strategis pembangunan,
berorientasi pada outcome, benefit, impact, dan output yang terukur dan
akuntabel;

. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Kutai
Timur bertugas menyusun RKPD Tahun 2027 dan Perubahan RKPD tahun
2026;

. Perangkat Daerah lingkup Kabupaten Kutai Timur bertugas menyusun Renja
Perangkat Daerah Tahun 2027 dan Perubahan Renja Tahun 2026;

. DPRD menyampaikan saran dan pendapat berupa Pokok-pokok Pikiran
DPRD berdasarkan hasil reses/ penjaringan aspirasi masyarakat yang
selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan RPJPD 2025-2045, dan
RPJMD Kabupaten Kutai Timur tahun 2025-2029;

. Proses penyusunan RKPD, Renja Perangkat Daerah, dan penyampaian
Pokok-pokok Pikiran DPRD sebagaimana angka (4), (5) dan (6)
menggunakan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dan
dilaksanakan sesuai dengan jadwal serta tahapan kegiatan sebagaimana
lampiran Surat Edaran ini serta mempedomani Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 86 Tahun 2017;

. BAPPEDA dalam melakukan penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Kutai
Timur, dan Perangkat Daerah dalam melakukan penyusunan dokumen Renja
Perangkat Daerah, melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan

lintas sektor, lintas perangkat daerah dan pemangku kepentingan lainnya;




9. Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan,
dan akuntabel, maka seluruh Kepala Perangkat Daerah, Camat, Direktur
RSUD Kudungga di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur agar
melaksanakan proses perencanaan yang bebas dari praktik korupsi, kolusi,

dan nepotisme (KKN).

Demikian disampaikan, untuk dapat dipedomani. Atas perhatian dan

kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Sangatta
Pada tanggal, 2| Desember 2025

b

Tembusan:
1. Ketua DPRD



Lampiran Surat Edaran Bupati Kutai Timur
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Tanggal - 3| Dgfemeer Zols
JADWAL DAN TAHAPAN
PENYUSUNAN RKPD DAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2027
SERTA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026
Tahapan Peny D F Tahun 2027 dan Tz"o’;" Tahun 2026
Perubahan Dokumen Perencanaan Tahun 2026 Substansi/Keterangan D: /A
Nov Des Jan Feb Mar Apr Mel Jun Jul Agu Sep Nov
i. |PENYUSUNAN RKPD DAN RENJA PD TAHUN 2027
1. | Pembentukan Tim Penyusun RKPD, Orientasi RKPD, | Untuk menyusun personalia yang bertugas menyusun RKPD. Bappeda Pasal 73 M1-m4
Penyusunan Agenda Tim dan penyiapan data dan Permendagri
informasi  perencanaan pembangunan  daerah No.86/2017
berdasarkan SIPD
2. |Pembentukan Tim Penyusun Renja, Orientasi Renja. | Untuk menyusun personalia yang bertugas menyusun Renja PD. PD Pasal 125 M3 - M4
Penyusunan Agenda Tim dan penyiapan data dan Permendagri
informasi  perencanaan pembangunan  daerah No.86/2017
berdasarkan SIPD
3. |Musrenbang Desa Kompilasi hasil musrenbang desa menurut urutan prioritas yang Lampiran M2-m4 M1
disepakati di musrenbang desakelurahan, dan dikelompokkan Permendagri
menurut Perangkat Daerah yang disajikan dalam format table. No.86/2017
Penginputan Usulan Musrenbang Desa Tahun Perencanaan 2026
didalam SIPD RI.
4. | Penyusunan Rancangan Awal RKPD Tahun 2027 Berpedoman pada RPJMD kabupaten/kota, rancangan Bappeda Pasal 74 M1 -M4 | M1 -M4 | M1 -M4 M2
awal RKPD provinsi, RKP, program strategis nasional, Permendagri
dan pedoman penyusunan RKPD. No.86/2017
Penginputan R Awal R Kerja PD Tahun 2027 di
dalam SIPD RI.
5. |Penyampaian pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil |Bahan perumusan kegiatan, lokasi k dan k P DPRD Pasal 78 M1 -M4 | M1 -M4 M2
reses sasaran pembangunan dalam RPJMD. Permendagri
No.86/2017
Penginputan Pokok Pokok Pikiran DPRD Tahun Anggaran 2027
di dalam SIPD.
6. | Penyampaian Hibah Tahun 2027 1. Penyampaian surat hibah RKPD 2027; Bappeda M1-M4 | M1 -M4
2. Input hibah RKPD 2027 oleh lembaga pengusul.
7. |Rapat penjadwalan Musrenbang RKPD Kabupaten di |Membahas jadwal Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Bappeda - M3-M4 | M1-M2
Kecamatan dan Musrenbang RKPD Kabupaten Tahun |Kabupaten.
2027
8. | Penyusunan Rancangan Awal Renja PD Tahun 2027 |Berpedomen kepada Renstra dan hasil pengendalian dan PD Pasal 126 dan M3-M4 | M1-M4 | M1-M4 m2
evaluasi Renja, sistematika paling sedikit : pendahuluan, hasil Pasal 129
evaluasi Renja, tujuan dan sasaran perangkat daerah dan Permendagri
penutup. No.86/2017
9. | Konsultasi Publik Penyusunan RKPD Tahun 2027 Membahas rancangan awal RKPD dengan stakeholder terkait Bappeda Pasal 80 M3
untuk memperoleh saran dan masukan penyempumaan RKPD. Permendagri
Hasil konsultasi publik dituangkan dalam Berita Acara. Bappeda No.86/2017
kemudian melakukan penyempurnaan Ranwal RKPD;
10. | Penyampaian Rancangan Awal RKPD Tahun 2027 | Disampaikan untuk memperoleh persetujuan sebagai bahan Bappeda Pasal 82 M4
kepada Kepala Daerah penyempumaan rancangan awal Renja PD. Pengajuan Permendagri
dilampirkan net konsep surat edaran Kepala Daerah tentang No.86/2017
pedoman penyempurnaan rancangan awal Renja
Perangkat Daerah dan dokumen ranwal RKPD.
11. | Penyampaian Surat Edaran Kepala Daerah kepada | 1. Surat Edaran memuat agenda penyusunan RKPD dan Bappeda Pasal 83 m2 M1
kepala Perangkat Daerah. RenjaTahun 2027; Permendagri (Edaran 1 |(Edaran 2
2. Surat Edaran memuat lampiran: a) sasaran dan prioritas No.86/2017
pembangunan daerah, b) program dan kegiatan perangkat
daerah disertai indikator dan target kinerja serta pagu indikatif;
3. Surat Edaran memuat agenda pelaksanaan forum Perangkat
Daerah.




Tahun

Tahapan Peny Dy P Tahun 2027 dan Tahun 2026
P Dokumen Per Tahun 2026 Substansi/Keterangan " D Ll
Nov Des Jan Feb Mar Mei Jun Jul Agu Nov
I. |PENYUSUNAN RKPD DAN RENJA PD TAHUN 2027
12. | Musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan 1. Forum pembahasan hasil daftar usulan desa/kelurahan di ¥ t Pasal 98 M1-M2
lingkup kecamatan; Permendagri
2. Bertujuan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan No.86/2017
kesepakatan usulan rencana Kegiatan pembangunan
desa/kelurahan, diinte i dengan prioritas
pembangunan Daerah di wilayah kecamatan;
3. Kegiatan prioritas pembangunan Daersh di wilayah
kecamatanmengacu pada rencana program dalam rancangan
RKPD kabupaten/kota.
13. |Penyempurnaan Rancangan Awal Renja PD| 1. Penyempurnaan mencakup perumusan rencana program, PD Pasal 130 M4 M1-M4
berdasarkan surat edaran Kepala Daerah kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi Permendagri
kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana No.86/2017
program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif,
lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada rancangan awal
RKPD;
2. Rancangan Awal Renja PD yang telah disempurnakan,
berubah menjadi Rancangan Renja PD;
14. | Pelaksanaen  Forum Perangkat Daerah/Lintas | Dikoordinasikan dengan Bappeda, dihadiri oleh stakeholder, PD Pasal 84, Pasal M2-M3
Perangkat Daerah untuk penyempurmaan Rancangan |bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman 131 dan Pasal
Renja PD target kinerja sasaran, program dan kegiatan serta lokasi dam 136
kelompok sasaran. Hasil Forum Perangkat DaerahAintas Permendagri
Perangkat Daerah dituangkan kedalam Berita Acara dan sebagai No.86/2017
bahan penyempumaan Rancangan Renja PD.
15. | Penyampaian Rancangan Renja PD kepada Bappeda [Rancangan Renja PD hasil penyempurnaan disampaikan ke PD Pasal 84 dan M2
Bappeda dan berubah menjadi Rancangan Renja PD. Pasal 133
Disampaikan ke Bappeda untuk penyempurnaan Ranwal RKPD Permendagri
menjadi Rancangan RKPD dan menjamin rancangan Renja No.86/2017
Perangkat Daerah sudah selaras dengan rancangan awal RKPD.
Penginputan R R Kerja PD Tahun 2027 di dalam
SIPD.
16. | Verifikasi Rancangan Renja PD dengan Ranwal RKPD |Verifikasi untuk menjamin rancangan Renja Perangkat Daerah Bappeda Pasal 134 dan M2-M4
sudah selaras dengan rancangan awal RKPD. Paling lambat 2 Pasal 135
(dua) minggu setelah Rancangan Renja PD diserahkan. Permendagri
No.86/2017
17. | Penyempurnaan Rancangan Renja PD berdasarkan | PD melakukan perbaikan dan penyempurnaan Rancangan Renja PD Pasal 134 dan M4
hasil verifikasi PD berdasarkan masukan dan saran Bappeda. Pasal 135
Permendagri
No.86/2017
18. | Verifikasi usulan hasil Musrenbang Kabupaten/Kota di |[PD  melakukan  verifkasi usulan  hasil Musrenbang PD Pasal 94 M4
Kecamatan untuk bahan pembahasan Musrenbang |Kabupaten/Kota di Kecamatan yang akan menjadi bahan dalam Permendagri
Kabupaten/Kota pembahasan Musrenbang Kabupaten/Kota. No.86/2017
19. | Penyusunan Rancangan RKPD Tahun 2027 Merupakan proses penyempuman dari rancangan awal Renja Bappeda Pasal 88 M4
seluruh Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah diverifikasi; Permendagri
dan hasil p han terhadap r RKPD provinsi, No.86/2017
RKP dan program strategis nasional.
20. | Pengajuan Rancangan RKPD kepada Bupati M jukan r RKPD kabupatenkota melalui Sekretaris Bappeda Pasal 89 M4
Daerah dalam rangka memperoleh persetujuan terhadap Permendagri
1. Rancangan RKPD Kabupaten; dan No.86/2017
| 2. Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten;
| 21. | Penelaaahan pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil | 1. Merupakan kajian permasalahan pembangunan Daerah yang DPRD Pasal 178 M2-M4 | M1-M4 M1-M3
reses diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar Permendagri
pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui No.86/2017
reses;
2. Hasil telaahan pokok-pokok pikiran DPRD dirumuskan dalam
daftar permasalahan pembangunan yang ditandatangani oleh
Pimpinan DPRD;
3. Proses Validasi yang dimulai dari Validasi Sekretariat Dewan,
jutnya dilakukan Validasi Mitra Bappeda dan
difinalkan mefalui Forum Perangkat Daerah sebagai bahan
masukan Dokumen Renja Perangkat Daerah.
22. | Pelaksanaan Pra Musrenbang RKPD Tahun 2027 1. Melakukan penyelarasan program dan kegiatan berdasarkan Bappeda Pasal 94 M3
hasil Musrenbang Kabupaten/Kota di Kecamatan; Permendagri
2. Menggunakan acuan Rancangan RKPD. No.86/2017
23. | Musrenbang RKPD Kabupaten Tahun 2027 1. Membahas rancangan RKPD; Bappeda Pasal 95, M4
2. Penyelarasan program dan kegiatan pembangunan Daerah Pasal 96,
kabupatenkota dengan sasaran dan prioritas pembangunan Pasal 97
Daerah provinsi; Permendagri
No.86/2017

w

Hasil Musrenbang RKPD kabupatenkota dirumuskan
dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh
unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri
Musrenbang RKPD kabupaten/kota.




Tahun

Tahapan Peny P Tahun 2027 dan 0: Tahun 2026
Perubahan Dokumen Perencanaan Tahun 2026 Substansi/Keterangan F C 2
Nov Des Jan Feb Mar Apr Mel Jun Jul Agu Nov Des
I. |PENYUSUNAN RKPD DAN RENJA PD TAHUN 2027
24. |Penyempurnaan Rancangan RKPD Tahun 2027|Dilakukan penyesuaian, perubahan dan penyempumaan Bappeda Pasal 100 M1-M2
berdasarkan hasil Musrenbang RKPD menjadi |dokumen rancangan RKPD berdasarkan hasil MusrenbangRKPD Permendagri
Rancangan Akhir RKPD Tahun 2027 untuk menjadi Rancangan Akhir RKPD; No.86/2017
Penginputan R Akhir R Kerja PD di dalam SIPD.
25. | Penyampaian Rancangan Akhir RKPD Tahun 2027 [Dilakukan untuk memastikan program dan kegiatan Perangkat Bappeda Pasal 101 M3
kepada Sekretaris Daerah untuk dibahas dengan [Daerah telah diakomodir dalam rancangan akhir RKPD (ekspos Permendagri
seluruh kepala PD RKPD) No.86/2017
26. |Finalisasi Rancangan Akhir RKPD Tahun 2027 Melakukan finalisasi dokumen; disel 1 paling lambat pada Bappeda Pasal 101 M4 M1-M4
akhir bulan Mei. Permendagri
N0.86/2017
27. | Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang |Berdasarkan Rancangan RKPD yang telah dibahas bersama Bappeda Pasal 102 M4
RKPD Tahun 2027 dengan kepala PD Permendagri
No.86/2017
28. | Reviu Rancangan Akhir RKPD Tahun 2027 Dilakukan reviu terhadap Rancangan Akhir RKPD oleh APIP Inspektorat M4 M1
29. |Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati tentang RKPD [Disampaikan kepada gubemnur melalui kepala BAPPEDA provinsi Kemendagri Pasal 102 M2
Tahun 2027 oleh Gubernur untuk difasilitasi, paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah Permendagri
Idokumen diterima; No.86/2017
30. | Penyempurnaan Rancangan Akhir RKPD Tahun2027 [Melakukan penyesuaian dan penyempumaan dokumen Bappeda Pasal 102 M3-M4
berdasarkan hasil Fasilitasi Gubernur dan Review [Rancangan Akhir RKPD berdasarkan Surat Mennteri Dalam Permendagri
Inspektorat Negeri tentang hasil fasilitasi dan berdasarkan review inspektorat No.86/2017
31. | Penyampaian Rancangan Peraturan Bupati tentanﬁancanmn Akhir RKPD disempumakan berdasarkan hasil Bappeda Pasal 103 M4
RKPD Tahun 2027 kepada Bupati fasilitasi Gubernur, selanjutnya diajukan persetujuan untuk Permendagri
pan dan p ds 1. Paling lambat 2 (dua) minggu No.86/2017
lsetelah pelaksanaan fasilitasi Rancangan Perbub RKPD;
32. |Penetapan Peraturan Bupati tentang RKPD Tahun |Setelah RKPD ditetapkan; Bappeda Pasal 104 M4
2027 paling lambat 1(satu) minggu setelah RKPD Provinsi ditetapkan. Permendagri
No.86/2017
Penginputan P R Kerja PD Tahun 2027 di dalam
SIPD.
33. |Penyampaian Peraturan Bupati tentang RKPD Tahun |Bupati menyampaikan Peraturan Bupati tentang RKPD Bappeda Pasal 107 M4
2027 kepada Gubernur kabupaten dan hasil penilaian konsistensi program antara RKPD Permendagri
dengan RPJMD tahun berkenaan kepada gubernur melalui No.86/2017
BAPPEDA provinsi paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
34. | Perumusan Rancangan Akhir Renja PD Tahun 2027 1. Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah tahun PD Pasal 138 M2
2027 merupakan proses penyempurnaan Rancangan Renja Permendagri
Perangkat Daerah menjadi Rancangan Akhir Renja Perangkat No.86/2017
Daerah berdasarkan Peraturan Bupati tentang RKPD Tahun
7
2. Dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu
indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan
dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati
tentang RKPD;
3. Rancangan Akhir Renja disusun dalam bentuk Pra RKA
melaluiSIPD.
35. | Penyampaian Rancangan Akhir Renja PD Tahun 2027 |Paling lambat 1 (satu) minggu setelah Peraturan Bupati tentang PD Pasal 139 dan M4 M1
kepada Bappeda untuk diverifikasi RKPD ditetapkan. Pasal 140
Permendagri
No.86/2017
36. | Verifikasi Rancangan Akhir Renja PD Tahun 2027 Verifikasi harus dapat menjamin program, kegiatan dan pagu Bappeda Pasal 141 w1
indikatif Renja Perangkat Daerah selaras dengan Peraturan Permendagri
Bupati tentang RKPD. No.86/2017
37. | Penetapan Renja PD Tahun 2027 hasil verifikasi [Renja hasil verifikasi di sampaikan kepada Bupati untuk Bappeda Pasal 142 M1
dengan Peraturan Bupati ditetapkan melalui Peraturan Bupati. Paling lambat 1 (satu) bulan Permendagri
setelah RKPD ditetapkan. No.86/2017




Tahun

Dok F Dalak A
" Perubahan Dok P T.hmh:gg ih dan Substansi/Keterangan F D. 2025 T*hun 2029
Des Jan Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Nov
PENYUSUNAN PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN RENJA PD TAHUN 2026
1. | Peny R gan Per RKPD dan
R Kerja PD Tahun 2026
1. |Proses penyusunan Rancangan Perubahan RKPD | 1. Rancangan perubahan RKPD disusun berpedoman pada:(a) Bappeda Pasal 346, M4
Tahun 2026 Peraturan Daerah tentang RPJMD; dan (b) Hasil evaluasi Pasal 347 dan
pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan Il Tahun Pasal 348
berkenaan; Permendagri
2. Perumusan rancangan perubahan RKPD mencakup: (a) No.86/2017
analisis ekonomi dan keuangan Daerah;(b) evaluasi
pelaksanaan RKPD Kabupaten sampai dengan Triwulan i
(Triwulan Dua) tahun berkenaan; (c) penelaahan terhadap
kebijakan pemerintah; (d) perumusan rancangan kerangka
ekonomi Daerah dan kebijakan keuangan Daerah; dan (e)
perumusan program dankegiatan beserta pagu indikatif.
2. |Penyampaian pokok pokok pikiran DPRD 1. DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran DPRD, Pasal 348 M1-M3
kepada Kepala Daerah berdasarkan hasil reses/ penjaringan Bappeda Permendagri
pirasi yarak i bahan perumusan kegiatan, No.86/2017
lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan
pencapaian sasaran program yang telah ditetapkan dalam
Peraturan Daerah tentang RPJMD;
2. Saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran dapat
disampaikan dalam SIPD dan/atau secara tertulis dan/atau
dalam rapat dengar pendapat dengan Kepala Daerah.
3. |Penyampaian Rancangan Perubahan RKPD Tahun (1. Rancangan Perubahan RKPD tahun 2026 disampaikan Bappeda Pasal 351 M3
2026 kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk kepada Bupati untuk memperoleh persetujuan dan persiapan Permendagri
memperoleh persetujuan untuk penyusunan Surat Edaran tentang Pedoman No.86/2017
Penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah;
2. Penginputan Rancangan Perubahan Rencana Kerja PD di
dalam SIPD.
4. |Penyampaian Surat Edaran Bupati tentang |Edaran Bupati tentang Penyusunan Perubahan Renja PD Bappeda Pasal 352 M4
Penyusunan Perubahan Renja PD Tahun 2026 disampaikan kepada Kepala PD disertai dengan lampiran berupa Permendagri
Rancangan Perubahan RKPD No.86/2017
5. |PD melakukan penyusunan Rancangan Rencana [1. Penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah PD Pasal 360 dan M1-M3
Kerja Perubahan Tahun 2026 dilakukan setelah Perangkat Daerah menerima surat edaran Pasal 361
Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Permendagri
RenjaPerangkat Daerah; No.86/2017
2. Penyusunan rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah
berpedoman pada: (a) Rancangan Perubahan RKPD; dan (b)
Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
Provinsi, kabupaten/kota sampai dengan Triwulan |i Tahun
berkenaan;
3. Rancangan Akhir Renja Perubahan disusun dalam bentuk
Pra RKA melaiui SIPD
6. {Penyempumaan Rancangan Perubahan Renja PD |Kepala PD menyempurnakan rancangan perubahan Renja PD Pasal 352 M4
Tahun 2026 Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Surat Edaran Permendagri
Bupatidan Rancangan Perubahan RKPD; No.86/2017
7. |Penyampaian Rancangan Perubahan Renja PD |Dilaksanakan paling lambat 1 (satu) minggu setelah diterimanya PD Pasal 362 M4
Tahun 2026 kepada Bappeda Surat edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan Permendagri
Perubahan Renja Perangkat Daerah; No.86/2017
8. |Verifikasi Rancangan Perubahan Renja PD Tahun (Bappeda melakukan verifikasi Rancangan Perubahan Renja Bappeda Pasal 352 M2-M4
2026 Perangkat Daerah untuk memastikan bahwa penjabaran Permendagri
program, kegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif, lokasi No.86/2017
kegiatan serta sasaran penerima manfaat dalamsetiap rancangan
perubahan Renja Perangkat Daerah telah sesuai dengan yang
dirumuskan dalam rancangan Perubahan RKPD;
9. |Penyempurnaan Rancangan Perubahan Renja PD |Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan perubahan PD Pasal 352 M1
Tahun 2026 berdasarkan hasil verifikasi Renja Perangkat Daerah berdasarkan saran dan rekomendasi Permendagri
Bappeda. Hasil penyempurnaan diserahkan kembali ke Bappeda No.86/2017
paling lambat 5 (lima) hari sejak verifikasi dilaksanakan;
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PENYUSUNAN PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN RENJA PD TAHUN 2026
2. | Peny R: Akhir P RKPD dan
Rencana Kerja PD Tahun 2026
10. [Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan RKPD |1. Rancangan Perubahan RKPD disempurnakan menjadi Bappeda Pasal 353 M2
Tahun 2026 Rancangan Akhir Perubahan RKPD; Permendagri
2. Rancangan Akhir Perubahan RKPD disusun dengan No.86/2017
sistematika: (a) pendahuluan ; (b) evaluasi hasil Triwulan II
(Triwulan Dua) tahun berkenaan; (c) kerangka ekonomi dan
keuangan Daerah; (d) sasaran dan prioritas pembangunan
Daerah;(e) rencana kerja dan pendanaan Daerah; dan(f)
penutup.
3. Penginputan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja PD PD
di dalam SIPD.
11. |Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah |Disusun b 1 dan dilampirkan Rancangan Akhir RKPD Bappeda Pasal 354 M2
tentang Perubahan RKPD Tahun 2026 Tahun 2026 Permendagri
No.86/2017
12. | Review Perubahan RKPD Tahun 2026 Dilakukan review terhadap Rancangan Akhir RKPD oleh APIP; Inspektorat M2
13. | Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati tentang RKPD |Bupati menyampaikan rancangan Perkada tentang perubahan Bappeda Pasal 354 M2
Perubahan Tahun 2026 oleh Gubernur RKPD kepada Gubemnur melalui kepala Bappeda Provinsi untuk Permendagri
difasilitasi. No.86/2017
14. |Penyempurnaan  Rancangan Perkada tentang |Melakukan penyesuaian dan penyempurmnaan  dokumen Bappeda Pasal 354 M2
Perubahan RKPD Tahun 2026 sesuai dengan hasil |Rancangan Akhir RKPD Tahun 2026 berdasarkan Surat Gubernur Permendagri
fasilitasi Gubernur. melalui kepala Bappeda Provinsi tentang hasil fasilitasi. No.86/2017
15. | Penyampaian Rancangan Peraturan Bupati tentang |1. Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD Bappeda Pasal 355 M3
Perubahan RKPD Tahun 2026 dari Sekretaris Daerah Tahun 2026 disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Permendagri
kepada Bupati Sekretaris Daerah guna memperoleh persetujuan untuk No.86/2017
ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Daerah tentang
Perubahan RKPD;
2. Penetapan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang
Perubahan RKPD paling lambat minggu ketiga bulan Juli.
16. | Penetapan Peraturan Bupati tentang Perubahan |1. Bupati menyampaikan Peraturan Bupati tentang Perubahan Bappeda Pasal 358 M3
RKPD Tahun 2026 RKPD kepada Gubemur melalui kepala BAPPEDA provinsi; Permendagri
2. Peraturan Bupati dijadikan bahan evaluasi Rancangan No.86/2017
Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
3. Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD
dijadikan: pedoman penyusunan Kebijakan Umum
Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon
AnggaranSementara;
4. Penginputan Penetapan Perubahan Rencana Kerja PD Pasal 356
Tahun 2026 di dalam SIPD. Permendagri
No.86/2017
17. |Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja PD [1. Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah disusun PD Pasal 363 M4
Tahun 2026 menjadi rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah Permendagri
berdasarkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan No.86/2017
RKPD;
2. Rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah
isajikan dengan a. pendahuluan; b. evaluasi
Renja sampai dengan Triwulan lltahunberkenaan; c. rencana
kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan d. Penutup;
3. Penyusunan rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat
Daerah diselesaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah
Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD
pkan.
18. | Penyampaian Rancangan Akhir Perubahan Renja PD [Paling lambat 2 (dua) minggu setelah Peraturan Bupati tentang PD Pasal 364 M4
kepada Bappeda untuk diverifikasi Perubahan RKPD ditetapkan. Permendagri
No.86/2017
19. | Verifikasi terhadap Rancangan Akhir Perubahan |Bappeda melakukan verifikasi terhadap rancangan akhir Bappeda Pasal 365 M4
Renja Perangkat Daerah Perubahan Renja Perangkat Daerah; Permendagri
No.86/2017
Verifikasi bertujuan untuk memastikan rancangan akhir Perubahan
Renja Perangkat Daerah telah selaras dengan Peraturan Kepala
Daerah tentang Perubahan RKPD.
20. | Penyempurnaan Rancangan Akhir Perubahan Renja [Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan akhir PD Pasal 365 M4
PD Tahun 2026 P 1 Renja P gkat Daerah b kan masukan dan Permendagri
isaran hasil verifikasi. No.86/2017




L Tahun
T: P Dokumen P 2026
:.' e '.." Tm‘;:“ngzio o Substansi/Keterangan Pelaksana | DasarfAcuan | 2025 Tahun
Des Jan Mar Apr Mei Jun Jul Agu Nov
H. |PENYUSUNAN PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN RENJA PD TAHUN 2026
|. | Penetapan Perubahan Rencana Kerja PD Tahun 2026 |1. Bappeda menyampaikan seluruh rancangan akhir Perubahan Bappeda Pasal 367 M4

Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Bupati Permendagri
melalui  Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan No. 86/2017
Keputusan Kepala Daerah;

2. Penetapan Renja Perangkat Daerah dengan Keputusan
Gubernur paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan
Bupatitentang Perubahan RKPD ditetapkan.

Ditetapkan di Sangatta

Pada tanggal, 2§ Desember 2025




